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ABSTRAK

Artikel ini merupakan ekstraksi_hasil penelitian penulis dalam rangka skripsi Program S| 1lmu
Administrasi Negara. Fokus=penelitian ini berkaitan dengan koerdinas ada dua permasalahan
yaitu : 1. Akuras dataspenerima yang tidak ada cek lanjutan data penerima program dengan
redlisas di lapangan#2. Hubungan kerja antara pelaksana'(atasan dengan®).yang belum terjalin
sebagaimana mestinya. Dipilihnya kedua fokus diatas untuk menghindari persepsi masyarakat
atau para pengamat bahwadana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat adalah
jalan pintas di dalam kerupsi. Dengan persepsi demikian hakikat dana hibah dan banhtuan sosial
menjadi.tidak berartitbaik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Padahal, hal yang sebenarnya
adalah dana hibah dan bantuan sosial merupakan komitmen Pemerintah dalam*mengurangi beban
masyarakat ditengah kesulitan ekonomi atau dalam rangka penguatan kelembagaan sosial.

Klata Kunci= Koordinasi Pengelolaan, Dana Hibah, Bantuan Sosial.
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A. PENDAHULUAN
Pemerintah
Kaimantan Barat setiap tahunnya

Provins

seldu menganggarkan hibah dan
bantuan sosad daam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Pemberian bantuan hibah
dan bantuan sosia ini bertupuan

untuk meningkatkan kesegjahteraan

masyarakat, artinya dapat
meningkatkan pendapatan
masyarakat, membuat  lapangan

pekerjaan dan tentu sgja mengurangi
kemiskinan.__ masyarakat. Namun
dadam perkembangannya bantuan
hibah dan bantuan sosia ini sering
menimbulkan  masalah  hukum
dikemudian hari, sebagai akibat dari
penyanggunaan dana hibah dan
bantuan sosial yang akhirnya mereka
harus berhadapan -dengan aparat
penegak hukum. Dana hibah dan
bantuan sosial sering dikorupsdan
jatuh ketangan*.orang yang tidak
berhak menerimanya. Banyak faktor
penyebab orang berbuat korups
antaralain:
a. Masalah ekonomi yaitu rendahnya
penghasilan yang diperoleh jika

dibanding dengan kebutuhan
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hidup dan gaya hidup yang
konsumtif.

b. Budaya memberi tips (uang
pelicin).

c. Budaya malu yang rendah.

d. Sanks hukum lemah yang tidak
mampu menimbulkan efek jera.
€“Penergpan hukum yang tidak

konsisten. dari institusi penegak
hukum.
f. Kurangnya pengawasan hukum.
Untuk menekan
penyalahgunaan dana hibah “.dan
bantuan sosial Pemerintah dalam hal
ini - Kementrian Dalam  Negeri
mengeluarkan Permendagri Nomor
39 Tahun 2012 tentang-Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
APBD.

Keluarnya Permendari Nomor 39

yang bersumber  dari

Tahun 2012 ini mengandung spirit
pel aksanaan-prinsip good governance
(tata kelola pemerintahan yang baik)
dalam pengelolaan APBD khususnya
dalam penyaluran hibah dan bantuan
sosia kepada masyarakat sehingga
tercipta tertib administrasi,
akuntabilitas dan tranparansi.

Ada beberapa faktor yang menjadi
latar belakang terbitnya Permendagri

tersebut antaralain :
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a. Belum adanya aturan yang jelas
dan tegas atas belanja hibah hibah
dan bantuan sosia di daerah.

b. Belum seluruh daerah menetapkan
Peraturan Daerah tentang hibah
dan bantuan sosial.

c. Adanya permasaahan hukum
terkait pemberian hibah _.dan
bantuan sosial.

d. Adanya kgjians dan rekomendasi

dari Komisi Pemerantasan
Korups (KPK)."
Permasal ahan mendasar

dalam pemberian bantuan hibah dan

bantuan sosial selamaini adalah”

a. Kelengkapan administrasi  dari
penerima hibah dan bantuan sosial
yang tidak lengkap.

b. Laporan penggunaan dana yang
tidak disampaikan oleh penerima
hibah dan bantuan sosial.

c. Didalam pemberian~Permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 tersebut
juga diatur beberapa kreteria atau
persyaratan yang harus dipenuhi
dadam pemberian hibah atau
bantuan sosial antaralain:

a Selektif.
b. Memenuhi persyaratan
penerima bantuan.

C. Sesuai tujuan penggunaan.
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d. Memiliki identitas yang jelas.

e. Tidak wajib dan tidak
mengikat.

f. Peruntukan secara spesifik
telah ditetapkan.

Disamping itu Permendari
Nomor 39 Tahun 2012 ini juga
mengatur kerangka proposa yang
dibuat haras. memenuhi persyaratan
antaralain :

a Latar belakang (masalah yang
ingin ditanggulangi.

b. Tujuan (dampak “atau perubahan
yang diharapkan).

C. Manfaat (sigpa yang akan
mendapat dari hasil-hasil yang
akan didapatkan
penjelasan tentang wilayah |dan

termasuk

jumlah penerima manfaat).

d. Hasil yang diharapkan (keluaran-
keluaran yang diperoleh dari
kegiatan-yang dilakukan).

e. Kegiatan yang direncanakan.

f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dengan adanya Permendagri

Nomor 39 Tahun 2012 tersebut

sebenarnya sudah tidak ada celah

lagi bagi penyelenggara negara untuk
menyelewangkan dana hibah dan
bantuan sosia tersebut. Disamping

itu penyauran dana hibah dan
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bantuan sosial sebagaimana diatur
dalam Permendagri Nomor 39 Tahun
2012 langsung ditransfer ke rekening
penerima hibah dan bantuan sosial
sesuai  dengan ketentuan yang
berlaku.

Di daam  Permendagri
Nomor 39 Tahun 2012 juga diatur
masalah
penggunaan bantuan hibah;_dan

pertanggung~" jawaban
bantuan sosial sepenuhnya sudah
menjadis~ tanggung jawab  dari
penerima hibah dan bantuan sosial.
Dengan demikian penerima hibah
dan bantuan sosial adalah objek ‘dari

aparat pemeriksa.

B. KOORDINASI DATA HIBAH
DAN BANTUAN  SOSIAL
SERTA PELAKSANAAN
PROGRAM SOSIAL

Keberhasilan organisasi
mencapal tujuan sesuai ,dengan yang
diharapkan tidak terlepas deri
koordinas diantara=sub-sub bidang
yang ada di organisasi.

Prinsip kooordinasi menurut

Suganda (1988:47) antaralain:

1) Adanya kesepakatan dan kesatuan
pengertian mengenai saran yang
harus dicapai sebagai arah dari
kegiatan bersama.
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2) Adanya kesepakatan mengenai
kegiatan atau tindakan yang haris
dilakukan oleh masing-masing
pihak termasuk target dan
jadwalnya.

3) Adanyaketaatan dan loyalitas dari
setiap pihak terhadap bagian tugas
masing-masing, serta jadwal yang
telah ditetapkan.

4) Adanya saling. tukar informasi
dari semua pihak yang bekerja
sama.

5) Adanya koordinasi. yang dapat
memimpin dan menggerakkan
serta memonitor
tersebut.

6) Adanya informas darni-berbagai

kerjasama

pihak yang mengair kepada
organisasi sehingga koordinator
dapat memonitor setigp® atau
seluruh pelaksanaan kerjasama.

7) Adanya saling hormat
menghormati wewenang
fungsional masing-masing pihak
sehingga tercipta semangat untuk
saling membantu.

Terlihat jelas bagaimana arti
pentingnya koordinas yang
dilakukan oleh pimpinan organisasi
pemerintah atau swasta haruslah

dilakukan dengan baik dan secara
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terkoordinir. Terlaksananya

koordinasi dengan bak dan
terkoordinir dalam arti, disusun
dengan terencana, terarah, terpadu
dan berkesinambungan, serta
didukung pula olen perangkat
peraturan pemerintah yang jelas
sehingga dapat menunjang ketepatan
proses penyelenggaraan. tugas secara
berdaya guna dan.berhasil guna.
Untuk® menselaraskan dan
menserasikan antar” pegawai atau unit
dadam suatu organisas daam

mengkoordinasikan pegawai  perlu

dilakukan  beberapa ha  oleh
pimpinan, antara lain : terciptanya
kerjasama  pegawai, terciptanya

kontek dan komunikass dalam
organisas, dilakukan rapat
koordinas dan adanya pembagian
tugas yang jelas antar unit.
Keberhasilan

melakukan 'koordinasit baik | antara

organisasi

sesama pegawal  dengan atasan
membawa dampak kepada Kinerja
pegawal
merupakan perwujudan kerja yang
dilakukan oleh pegawa yang
biasanya dipakai sebagal dasar

organisasi. Kinerja

penilaian terhadap pegawa atau

organisasi.
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Dibutuhkan Team Work yang kuat
agar dalam kerjasama dalam sebuah
organisasi dapat berjalan dengan baik
dan solid. Untuk mewujudkan itu
dibutuhkan kesadaran dan kemauan
yang kuat dari setiap penyelengara
negara agar proses dan tujuan yang
telah ditetapkan dapat dicapai.

Jadis.. kessmpulannya adalah
koordinas dapat', diartikan suatu
tindakan ©= yang terus. menerus

mengadakan = hubungan “.dengan
tujuan, adanya keserasian dalam
mel aksanakan
mencapal sasaran dan'tujuan yang

telah ditetapkan sebelumnya.

kegiatan  dalam

C. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan
deskriptif

dengan analisis-data secara kualitatif.

dalam__penelitian ini

Penelitian —dengan  menggunakan
Kualitatif

gambaran, merinci.dan menganalisa

metade memberikan
data pada permasalahan yang terjadi
pada saat ini, serta memusatkan pada
pemecahan  permasalahan  yang
aktual. Berkaitan dengan hal ini Lexy
J. Meleong (1996:83) menjelaskan
bahwa “pendekatan kualitatif adalah

penelitian yang mengungkapkan,
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menganalisis, lalu
menginterprestasikannya dari objek
yang ada pada setting tertentu”.
Sementara itu yang dimaksud dengan
studi kasus adalah “suatu penelitian
yang dilakukan secaraa intensif,
terinci dan mendalam terhadap
organisas lembaga atau ge@da
tertentu” Arikunto,
1998:131).

Teknik andlisis data yang
digunakan dalam  penelitian ini
adalah menggunakan andisis data

(Suharsimi

kualitatif yang diperoleh dengan
mel akukan
mendokumentasikan beberapa obyek

wawancara dan

yang menjadi bahan penelitian.

D. KOORDINASI

PENGELOLAAN DANA
HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL Dl BADAN
PENGEL OLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH
PROVINSI KALIMANRAN
BARAT

1. Akuras Data__ Penerima

Tidak Ada Cek Lanjutan
Data Penerima Program
dengan Realitas di lapangan.

Sebagaiama yang telah
bahwa masalah data
adalah ha yang terpenting yang
harus diketahui oleh semua pihak

dimaklumi

terkait data hibah dan penyalurannya.
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Untuk itu lebih jelas dan
transparannya penyaluran dana hibah
dan bantuan sosia tersebut dibuatlah
Surat Keputusan Gubernur
Kaimantan Barat agar dana yang
disalurkan dari siss hukum dapat
dipertanggungjawabkan
Kebenarannya.

Setelah proses Surat
Kleputusan tersebut selesai barulah
pada tahap ipencairan dana yang
persyaratannya telgh diatur. dalam
Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.
Dalam proses pencairan ini kadang-
kadang terkendala masalah
administrasi atau proposal  dari
penerima hibah dan bantuan sosial
yang kurang lengkap. Hal ini tentu
Sgja menjadi masalah tersendiri bagi
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah -Provins Kalimantan
Barat.
masalah data

penerima hibah dan®bantuan sosial

Terkait

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Provins Kalbar setiap
bulan selau membuat laporan
redisass fisk keuangaan yang
dilaporkan kepada Bagian Akuntansi
Badan Pengelolaan Keuangan dan
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Asset Daerah Provins Kalbar dan
Bappeda Provins Kabar.

Selama ini masalah data
seldu dianggap remeh dan sepele
oleh banyak pihak. Namun bagi
mereka yang berkecimpung dengan
masalah keuangan, laporan data
realisasi ini sangat penting karena
menjadi tolak ukur dan kinerja dalam
pencapaian target.realisas anggaran.
Disamping itu laporan ‘dan berkas
kelengkapannya. menjadi  dokumen
penting yang harus dismpan dan
dijaga dengan bak karena akan
menjadi objek pemeriksaan ‘dari
aparat pemeriksa.

Berdasarkan hasil wawancara
pengliti, terkait proses akurasi data,
Kepada Bidang Bina Keuangan
Kab/Keta dan Dana Perimbangan
menyatakan bahwa :

Laporan data realisas fisk
keuangan yang berkaitan dengan
penggunaan dana hibah dan bantuan
sosial selalu dibuat setiap bulannya
dan dilaporkan kepada bagian
Akuntans Badan Bagian Akuntans
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Provins Kalbar dan
Bappeda Provins Kalimantan Barat

Hardimansyah, NIM. E51110038
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan

http://jurmafis.untan.ac.id

untuk menjadi bahan evaluas lebih
lanjut.

Dari hasil wawancara peneliti

diatas, menunjukkan bahwa laporan
data redlisasi yang berkaitan dengan
dana hibah dan bantuan sosia sudah
dibuat dan dikerjakan  setiap
bulannya. Dengan laporan data
realisas tersebut dapat diketahui
sudah berapa banyak dana hibah dan
bantuan sosial yang sudah disalurkan
dan “berapa prasentase dari
kesdluruhan dana™ yang sudah
dikel varkan.
Hal' yang terpenting 'yang harus
diperhatikan dalam laporan tersebut
adalah isi dari data disajikan apakah
sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Agar di dalam
perjalanannya tidak menimbulkan
masalah yang menjadi temuan dari
aparat pemeriksa.

2. Hubungan Kerja antara
Pelaksana (atasan  dengan
bawahan) .yang belum terjalin
sebagaimanamestinya

Pertukaran informas di dalam
pertemuan dan rapat sangatlah
penting. Tetapi di Badan Pengelolaan
Keuangan Keuangan dan Asset
Daerah Provinsi Kalbar juga pernah
dilakukan tapi hanya sebatas rapat
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koordinasi yang berfungs untuk
sebagai gang evauas dari hasl
kerja selama periode tertentu, dan
diikuti oleh semua staf/pegawai.
Fungs vyang tepat dari
pertemuan staf (rapat) adalah
memperoleh  gambaran  tentang
masal ah-masalah baru dan
perkembangan yang sudah dicapai
dari kepala eksekutif (atasan),
mendapatkan dan mencatat
pemikiran dan. “Kerjasama «para
stafnya dalam memecahkan
permasalahan dan  memberikan
kepada

untuk  mengemukakan

kesempata
seksi/staf
persoadlan yang perlu diketahui dan

pimpinan,

yang perlu mendapatkan pengarahan
dari pimpinan atau atasan.
Berdasarkan hasil wawancara
terkait dengan rapat yang
dilaksanakan, Kasubbid Dana
Perimbangan menyatakan bahwa:
Frekuens pertemuan atau rapat
kerja yang dilaksanakan di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset
daerah Provins Kalbar, dinilai
kurang aktif (banyak) karena
pelaksanaannya tidak terjadwal dan
hanya melaksanakan jenis rapat

secara keseluruhan. Lebih lanjut
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informan mengatakan, pelaksanaan
pertemuan atau rapat dilaksanakan
tergantung wewenang, perintah dan
permasalahan yang dianggap atasan
(pimpinan) perlu segera
diselesaikan. Jadi tidak terjadwalkan
secara khusus, padahal pertemuan,
briefing ataupun  namanya demi
mengsi nkronkan, mensel araskan
sehingga tujuan*organisas dapat
tercapai sebagai mana yang
diharapkan kapansaja dapat tidak
harus menunggu organisas tertimpa
masalah baru dilakukan:
Wawancara tersebut menunjukkan
bahwa rapat yang dilakukan kurang
efektif dan kurang terjadwal. [Ini
discbabkan karena rapat yang
dilaksanakan hanya tergantung dari
wewenang, perintah dan
permasalahan yang dianggap atasan
(pimpinan)-pertu disel esaikan.
Koordinas yang dilakukan oleh
pimpinan kepada para pegawai tidak
sgiamealui briefing, rapat staf akan
tetapi juga dilakukan melalui
mengumpulkan laporan-laporan
pelaksanaan pekerjaan. Dalam suatu
organisas atau instansi pemberian
laporan kerja merupakan faktor yang

sangat penting untuk mengetahui
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tanggung jawab atau loyalitas para
pegawai dalam menjalankan tugas
untuk mengetahui apa sga yang
menjadi hambatan pelaksanaannya
agar bisa diatas serta untuk
mengetahui hasil yang dicapai para
bawahan dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawaneara
dengan Kepala Bidang Bina
Keuangan Kab/Kota dan (Dana
Perimbangan'menyatakan bahwa :

Koordinasi~sudah dilakukan
yaitu dengan mengumpulkan
laporan-laporan dari para pegawali,
baik diminta oleh pimpinan maupun
tidak diminta. Dalam pembeian
laporan kerja harus dibuat secara
obyektif yaitu sesuai apa adanya
karena jika laporan yang dibuat
tidak obyektif maka dapat terjadi
penyimpangan-penyimpangan yang
berakibat *.terhambatnya -pekerjaan
tersebut.

Dari hasil. wawancara dengan
Kepaa Bidang Bina Keuangan
Kab/Kota dan Dana Perimbangan
bahwa para bawahan secara umum
memberikan laporan setiap selesai
mengerjakan apa yang menjadi
pekerjaannya

kepada  pimpinan

karena hasil laporan tersebut
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merupakan dasar bagi mereka untuk
melaksanakan pekerjaan yang lain.
Laporan kerja tersebut disampaikan
menurut  kepentingannya  seperti
laporan secara harian, tiga bulanan
dan enam bulanan.

Salah satu tugas atasan untuk
mencapal sasaran melalui hasil kerja
telah dilakukan bawahan sesual
dengan rencana, “adalah melakukan
kunjungan dan pemeriksaan
(inspeksi)terhadap | aktivitas, yang
dilakukan pegawal (bawahan)
apakah sudah seswai  dengan
keputusan dan tujuan'yang sudah
ditetapkannya sebelumnya. Sebagai
itu kunjungan dan pemeriksaan
adalah salah satu wujud nyata dari
pelaksanaan keputusan yang  telah
diputuskan di dalam rapat ataupun
yang sudah -ada daam tertib
sebelumnya:

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kasubbid Dana Perimbangan
menyatakan bahwa:

Kunjungan dan pemeriksaan
yang dilakukan oleh atasan terhadap
hasil kerja pegawai, kadang hanya
sekedarnya, bila ada pekerjaan yang
dinilai kurang baik, atasan hanya

mengembalikan  kembali  kepada
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pegawainya untuk  diselesaikan
kembali, tergantung dari kesibukan
atasan, atasan akan memeriksa
dengan teliti dan akan member
masukan atau arahan tergantung
dari ada tidaknya waktu luang.
Namun bukan berarti atasan selalu
tidak peduli, karena hal ini adalah
sudah menjadi beban+ tanggung
jawab dari atasan untuk
memperhatikan  prases. jalannya
pekerjaan dan hasl dari pekerjaan
yang sudah dikerjakan oleh pegawai.

Peneliti mewancara | Staf
Dana Perimbangan yang menyatakan
bahwa :

Sandar pemeriksaan hasil
kerja dimulai dari akurasi pekerjaan,
dengan menilai apakah pekerjaan
yang telah sudah tepat atau sesuai
dengan apa yang harus dikerjakan
serta sesuai dengan harapan:-Tujuan
pemeriksaan,. antara+ lain | untuk
menghindari jangan sampai terjadi
penyimpangan, kekurangan —atau
keterlambatan dalam melaksanakan
tugas dan fungsi yang diemban.

Cara pemeriksaan  yang
dilakukan oleh atasan terhadap hasil
kerja bawahannya, menurut Kepala

Bidang Bina Keuangan Kab/Kota
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dan Dana Perimbangan adaah
melalui laporan hasil kerja, meminta
informasi  dari pihak lain dan
melakukan

langsung.

pemeriksaan  secara

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kunjungan dan pemeriksaan
yang_dilakukan oleh atasan terhadap
bawahan sudah dilakukan meskipun
belum terjadwal.

Menjalin hubungan
kerjasama merupakan salah satu cara
pemimpin/atasan sebagai koordinator
pelaksana tugas, untuk®memperoleh
kesatuan tindakan, dalam usaha
mencapal tujuan bersama. . Apabila
mengalami berbaga kesulitan dalam
pel aksanaan pekerjaan, tentu
memerlukan orang lain, baik atasan
selaku _pimpinan kantor yang
diinginkan maupun sekerja yang
lebih “mungkin- memberi  bantuan.
Jadiypelaksanaan pekerjaan di kantor
dipengaruhi berbagai” hal yang ada
didalam diri manusia dan dalam
lingkungan kerja.

Berkaitan dengan hal itu,
kasubbid Dana

menyatakan bahwa:

Perimbangan

Pekerjaan yang dilakukan

pegawai mengenai  tugas-tugas
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pokok perlu selalu dilakukan sendiri
sesuai dengan bidang yang sudah
digariskan oleh pimpinan, bila
pegawai mengalami kesulitan maka
atasan/pimpinan  selalu  terbuka
untuk memberikan arahan kepada
pegawai dan semua pegawai sudah
melakukan hal tersebut.
Keseluruhan
dilaksanakan
organisasi, merupakan keseluruhan
dari suatt kebulatah yang dibedakan,

namun tidak dapat dipastikan satu

tugas yang
oleh  suatu ¢ unit

sama lainnya. Dengan demikian
perlu pengaturan hubungan kerjasam
inter yang bak, dengan maksud
untuk menjamin koordinasi, integrasi
dan’, simkronisas dalam suatu

kegiatan  organisasi.  Hubungan
kerjasama timbul dalam _ suatu
organisas  secara -konkrit dapat
terwujud, gpabila ada saling-percaya,
rasa hormat ‘"dan kekaguman| atasan
kepada bawahan atau sebaliknya.
Dari pernyataan diatas dapat
dismpulkan  bahwa  hubungan
kerjasama para pegawai juga sudah
dilakukan oleh pimpinan organisasi.
Hubungan kerjasama antara atasan
dengan para pegawal dapat dilakukan

dadam berbaga bentuk  seperti

Hardimansyah, NIM. E51110038
Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan

http://jurmafis.untan.ac.id

memberikan bimbingan, pengarahan
maupun petunjuk kerja, agar para
mel aksanakan

pekerjaannya masing-masing sesuai

pegawai dalam

dengan ketentuan yang sudah
digariskan oleh
Disamping itu juga pimpinan selalu

organisasi.

memberikan keleluasaan kepada para
pegawa untuk selalu kreatif dalam
menjalankan  pekerjaan  jangan

menunggu perintah bart-dikerjakan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari hasil
penelitian yang telah 'disampaikan
dapat diambil beberapa’ kesimpulan
bahwa  pelaksanaan  koordinasi
pengelolaan dana hibah dan bantuan
sosid di Badan

Keuangan dan Asset Daerah Provins

Pengelolaan

Kaimantan Barat antara lain:

1) Redlisasi Data Keuangan sudah
dibuat setiap bulannya. Hal ini
penting agar .tidak menjadi
masalah apabila ada pemeriksaan
dari aparat pemeriksa. Data
realisasi tersebut dibuat sebagai
bahan evaluas untuk mengetahui
sgjauh mana daya serap anggaran
yang telah dikeluarkan. Karena
sebagaimana kita ketahui bahwa
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masalah dana hibah dan bantuan
sosid seldu menjadi  sorotan
masyarakat, aparat pemeriksa dan
aparat penegak hukum. Dengan
demikian diharapkan kedepannya
agar masalah hibah dan bantuan
sosia tidak selau tidak menjadi
beban Pemerintah Daerah dalam
proses penyalurannya.

2) Hubungan Kkerjasama _diantara

pegawai
berjalan dengan baik, sehingga

dan aasan  bdum

pelayanan yang diberikan belum
berjalan._dengan lancar. Namun
secara  keseluruhan  koordinas
yang. berkaitan dengan hubungan
kerjasama sudah berjalan dengan
baik. Ini dapat dapat dilihat dari
briefing, rapat staf, pemeriksaan
pekerjaan sudah dilaksanakan
walaupun secara  keseluruhan
belum maksimal.
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